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Abstract 

This research aims to explain the presence of law, Sharia economics and Pancasila economics based on cooperation by prioritizing humanitarian principles. This research method uses a doctrinal approach with statutory and conceptual approaches. The results of this research are that the presence of law provides a binding and coercive nature for everyone who carries out transactions in Sharia economic activities and the Pancasila economy, so the role of the state as a policymaker is to issue regulations in the form of specific laws with the birth of the Sharia Banking Law, part of sharia economics, and the Cooperative Law, part of the Pancasila economy, as a form of national protection for all Indonesian people.
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Abstrak 

Penelitian ini bermaksud memberikan penjelasan tentang kehadiran hukum, ekonomi syariah dan ekonomi pancasila yang berasaskan gotong royong dengan mengedepankan asas kemanusiaan. Metode penelitian ini menggunakan doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa kehadiran hukum memberikan sifat mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang melakukan transaksi kegiatan ekonomi syariah dan ekonomi pancasila sehingga turut serta peran negara sebagai pembuat kebijakan mengeluarkan regulasi berupa UU secara spesifik dengan lahirnya UU Perbankan Syariah bagian dari ekonomi syariah dan UU Koperasi bagian dari ekonomi pancasila sebagai wujud perlindungan bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kata Kunci : Ekonomi Syariah, Ekonomi Pancasila, Regulasi 

PENDAHULUAN

Dalam dunia globalisasi kontemporer, terdapat peningkatan minat dalam studi ekonomi alternatif model, khususnya Ekonomi Syariah. Kegiatan keuangan Islam dianggap sebagai salah satu perspektif bidang pembangunan ekonomi di dunia. Penerapan praktis keuangan Islam dan model bisnis Islam tumbuh secara eksponensial, sehingga pengetahuan dasar tentang ekonomi Islam dan sistem keuangan telah menarik banyak para ahli, pemodal, peneliti, dan profesor universitas. Sejak akhir abad ke-20 prinsip pembiayaan perekonomian seperti itu tersebar luas di negara-negara Muslim dan non-Muslim. Pertumbuhan ekonomi syariah di Timur Tengah terutama di dorong oleh permintaan yang kuat terhadap produk keuangan syariah. 

Pertumbuhan dan perkembangan taraf hidup ekonomi tidak hanya dinikmati bagi setiap orang melainkan bagi suatu negara. Negara dapat dikatakan unggul manakala terlihat dari peningkatan transaksi kegiatan perekonomian, meski menjadi tolok ukur kesuksesan yang bersifat materialistik. Dengan demikian, tidak dapat dihindari bahwa ilmu ekonomi memiliki urgensi bagi kehidupan negara. Marshal menjelaskan bahwa “ekonomi dan agama” menjadi kekuatan besar terhadap kehidupan dunia.
 

Ekonomi syariah bagian dari ilmu sosial tentu saja eksistensinya tidak berkonteks pada apologetis semata, yang mana sistem tersebut memiliki kunci penting dalam roda ekonomi dunia yang diakui oleh banyak dunia sebagai sebuah sistem baik secara “taken for granted”.  Kemunculannya bukan dikarenakan sistem ekonomi kapitalis bertolak belakang dengan penerapan sistem ekonomi syariah. Dalam kehidupan ekonomi, Islam telah memiliki sistem tersendiri sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an dan hadits, juga pendapat para ulama dalam melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi terkait kegiatan ekonomi syariah”. 

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang sama sekali berbeda, berbeda dengan kapitalis klasik ekonomi. Secara khusus, ekonomi Islam mengikuti aturan dan hukum syariah (hukum keseluruhan keberadaan Alam Semesta sepanjang “Siraat al-Mustaqiim”. Sehubungan dengan hal ini, pengajaran prinsip-prinsip ekonomi syariah erat kaitannya dengan penjelasan unsur doktrin Islam. Bagaimana keuangan Islam efektif, memerlukan asas-asas hukum Islam yang menitik beratkan pada penyelesaian yang bersifat dogmatis dan keagamaan permasalahan dan mengatur tingkah laku warga negara serta cara hidup pada umumnya.
 

Ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem ekonomi yang merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun dalam implementasinya diatur secara khusus dalam sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Ekonomi Pancasila telah ada sejak orde baru, di tahun 1981. Mangunpranoto menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila baik secara epistemologis dan ontologis termasuk ilmu humaniora. Titik utama dari Pancasila adalah “kemanusiaan”. Gagasan tersebut muncul sebagai wujud kehadiran ideologi Pancasila sebagai fondasi negara dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Mubyarto menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila dimana mekanisme atau sistem pelaku ekonomi moralistik, sosio-nasionalistik, dan sosio-demokratik. 

Hukum menciptakan insentif, dan masyarakat merespon. Insentif positif menciptakan peluang untuk meningkatkan kepuasan preferensi, seperti ketika konstitusi melindungi ekspresi politik. Insentif negatif menciptakan peluang untuk menghindari frustasi preferensi, seperti ketika undang-undang menghukum diskriminasi. Ilmu ekonomi mengkhususkan diri dalam memprediksi dampak insentif. Hal ini memprediksi dampak-dampak tersebut dengan menggabungkan maksimalisasi utilitas untuk individu dan keseimbangan untuk kelompok. Ilmu ekonomi tidak bisa memodelkan perilaku manusia dengan sempurna. Namun, modelnya cukup akurat sehingga berguna saat memprediksi sebab dan akibat dari banyak undang-undang.
 

Aristoteles mengatakan bahwa manusia dipandang sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki rasional. “Animal rationale manusia telah menempatkan manusia dengan ciri yang istimewa. Keistimewaan tersebut terwujud dalam kemampuan manusia untuk menggunakan akal pikiran yang mengantarkan manusia pada level atau strata lebih dari ciptaan Tuhan lainnya. Keistimewaan tersebut semakin lengkap dengan ditempatkannya wujud kemampuan berpikir pada satu struktur yang disatukan dengan perasaan dan kehendak manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, berpikir dapat dipandang sebagai suatu fitrah kodrati manusia yang selalu melekat pada manusia di mana pun dan dalam kondisi apapun”. Tuhan sebagai penguasa dunia, memberikan perintah kepada setiap orang untuk menggunakan akal untuk berpikir sesuai dengan kata-kata “afala tatafakarun” (apakah kamu tidak berpikir), “afala ta’qilun” (apakah kamu tidak berakal), “tandzur” (maka perhatikanlah), dan sebagainya. Seruan akal untuk bekerja dengan berpikir diatur dalam surat Fushshilat : 53 dan Surat Qaf:9.

Ekonomi dan hukum dua hal yang saling terkait dalam kehidupan warga negara. Kesuksesan perekonomian suatu bangsa juga dapat dilihat dari keberhasilan dalam merumuskan dan memberlakukan hukum yang adequate, baik kepentingan nasional maupun internasional. Era globalisasi, setiap negara termasuk Indonesia, setidaknya dapat mengakomodir tuntutan dan desakan globalisasi. Pengaturan hukum yang adequate dapat memberikan suatu peta yang meyakinkan (convincing roadmap) guna mencapai perekonomian yang sukses. Tidak heran apabila eksistensi hukum dituntut efisien, pemberlakuannya efektif dan berkembang progresif, relevan, dan aktual. 

Kegiatan perekonomian suatu lembaga keuangan dipengaruhi oleh aturan hukum, karena hukum berfungsi guna menertibkan dan mengamankan pembangunan, menegakkan keadilan, dan mengedukasi masyarakat. Namun, kondisi dimana hukum dapat dipertimbangkan untuk diimpelementasikan 1) kaidah hukum nasional harus merujuk pada falsafah negara yaitu “Pancasila dan UUD 1945”; 2) kaidah hukum nasional mengandung dan memiliki nilai-nilai kebaruan yang dapat mengubah nilai-nilai sosial bersumber pada kesukuan dan kedaerahan menjadi nilai-nilai sosial dengan menumbuhkan kehidupan ikatan kenegaraan nasional; 3) sistem hukum nasional mengandung unsur menjamin dinamika pembaharuan hukum nasional, sehingga secara berkelanjutan dapat dengan siap pembangunan dan pembaharuan masyarakat di masa mendatang.

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian hukum dilakukan guna menemukan jawaban kebenaran dari isu yang muncul, yang mana suatu penelitian yang di dalam kerangka terdapat know-how di dalam hukum. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum doktrinal, yakni bersifat normatif yang mengkaji aspek-aspek permasalahan internal hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum primer digali dari referensi utama yang relevan dengan isu yang diangkat dalam riset ini, dan sumber hukum sekunder diambil dari buku, jurnal yang relevan.

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Ekonomi memiliki makna yang berarti “oikos adalah rumah tangga dan nomos adalah mengatur”. Ekonomi diartikan untuk sebagai sebuah keilmuan tentang mengendalikan dan menata rumah tangga. Alfred Marshal dalam bukunya “Principles of Economics” menjelaskan ekonomi sebagai studi berkenaan manusia dalam menjalani hidup, bergerak, dan berpikir dalam kesehariannya. Ilmu ekonomi memberikan teori perilaku. Teori ini bertumpu pada tiga konsep: preferensi, maksimalisasi, dan keseimbangan.
 Ilmu ekonomi mengalami perkembangan yang pesat sejak Adam Smith menulis buku Wealth of Nations yang dilanjutkan oleh John Maynard Keyness dengan judul “The General Theory of Employment, Interest and Money”. Adam Smith menjelaskan bahwa ekonomi sebagai keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Indonesia telah menganut sistem ekonomi Pancasila. Gunawan Sumodiningrat dalam bukunya, sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem yang memadukan ideologi konstitusional bangsa Indonesia dengan sistem ekonomi campuran yang diwujudkan melalui kerangka ekonomi demokrasi serta langkah-langkah ekonomi yang memihak dan memberdayakan seluruh masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mencapai maslahah. Manusia diberi akal agar dapat digunakan untuk menciptakan maslahah (maslahah creation). Dimensi penciptaan maslahah ini lebih luas bila dibandingkan dengan tujuan ekonomi yang dipahami dalam teori ekonomi konvensional. Dimensi maslahah tersebut antara lain: (1) apa yang akan diproduksi, (2) bagaimana cara memproduksinya, (3) bagaimana cara mendistribusikannya, (4) bagaimana menggunakannya (pemanfaatan dengan cara yang benar) dan (5) bagaimana mempertahankannya (menjaga dan melestarikannya). Menurut Ghazali, sebuah aktivitas ekonomi harus didasarkan pada tujuan kebahagiaan hidup akhirat. Aktivitas ekonomi merupakan sebuah keharusan bagi manusia karena beberapa alasan: 1) perilaku ekonomi itu sendiri bukanlah bagian yang dapat dipisahkan dari ajaran dan juga prinsip-prinsip Islam, 2) Allah telah menciptakan sumber daya (alam dan seisinya) secara melimpah agar dimanfaatkan oleh manusia dengan tujuan kelangsungan hidupnya sekaligus sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, dan 3) kuat secara ekonomi akan memberikan kehidupan yang bebas dan terlepas dari ketergantungan, mampu menjalankan perintah agama seperti zakat, infak, sadaqah dan haji.
 

Kehadiran ekonomi syariah sebagai sebuah ilmu tentu saja mengundang sejumlah analisis dan kritik dari berbagai ulama. Ekonomi Islam ditengarai sebagai ilmu yang berpedoman pada nilai-nilai Islam yang subjektif sehingga mengabaikan objektivitas. Perkembangan ekonomi Islam mengidentifikasi dan mengelaborasi respon filosofis terhadap sejumlah persoalan epistomologi terkait. Sistem analisis sendiri mendorong penyatuan sistem rasional dan spiritual, yang mana sistem rasional diterapkan secara normatif dengan melahirkan keyakinan dan keyakinan selalu mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Al-Farabi memberikan pendapatnya tentang kekecewaan dengan buku Aristoteles yang berjudul “Metafisika” tidak banyak menyinggung tentang Tuhan, meskipun dalam Islam hal ini menjadi tema utama pembahasan Keesaan Tuhan. Aristoteles hanya menyinggung Tuhan sedikit secara mendalam dalam kitab Lambda dan juga belum ada gambaran yang spesifik bagaimana Tuhan menciptakan alam.
 

Khalid Abou El fadl, seorang Sarjana Hukum Muslim Syariah. Berawal asal usul istilah Syariah dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 48 “dimana Allah SWT menyatakan bahwa bagi seluruh manusia, Dia telah memberikan syariah dan Minhaj”. “Minhaj” bentuk jamak dari “Manhaj” yang berarti menuju “kesejahteraan, kebaikan, dan keberadaan yang berkembang”. Dengan demikian, syariah sering digunakan untuk merujuk pada hukum kebaikan secara universal.

Konsep syariah dalam konteks “ekonomi syariah” merupakan konsep paling komprehensif dalam Islam. Mengingat Islam berarti tunduk pada kehendak Allah SWT, Weiss menyatakan bahwa syariah adalah gambaran ilahi atas kehidupan yang patuh atas perintah-Nya. Berserah diri kepada Tuhan artinya mengikuti jalan yang telah Tuhan tetapkan, tidak lebih dan tidak kurang. Kewajiban memathui syariah melalui kepatuhan terhadapnya mengatur masalah-masalah perjanian primordial antara pencipta dan manusia yang dijelaskan dalam ayat 172 surat ke 7 (surat al-araf), yang mana manusia mengakui kedaulatan sepenuhnya ada di tangan Allah SWT. Namun Weiss mengamati bahwa ayat tersebut, Sang Pencipta bertanya “Bukankah Aku Tuhanmu?” Dengan kekuatan rasional yang dianugerahkan kepada manusia oleh sang pencipta, respons muncul dari kesadaran manusia yang mengakui bahwa kedaulatan penuh adalah milik Allah SWT.
 

Kemunculan ekonomi Pancasila diatur berdasarkan UUD 1945. “Pancasila” menjadi pegangan hidup bagi warga negara Indonesia dan menjadi pijakan UUD 1945. Secara ontologi, UUD 1945 merupakan bagian terpenting yang menjadi arah bagi penyelenggaraan negara dalam perekonomian bangsa.
 Emil Salim berpendapat bahwa koperasi sebagai wujud ekonomi pancasila yang mana sesuai dengan maksud daripadanya. Koperasi dapat tumbuh dan berkembang dari sistem ekonomi pancasila tersebut yang penuh dengan substansi dan integritas. Selain itu, Emil juga mengemukakan bahwa sistem ini memiliki beberapa konsep :  1) setiap individu dapat seimbang baik bekerja maupun berdoa yang mengedepankan taat pada Tuhan, dapat memanusiakan manusia, berdaulat, adil terhadap sesama, dan berbangsa; 2) melarang cara produksi yang merugikan pihak lain; 3) mengedepankan asas kemanusiaan dari sistem ini dengan cara memperkuat tali kasih kepada sesama manusia; 4)  memposisikan netralisasi secara terpimpin dan ekonomi pasar; 5) paham demokrasi ekonomi dan seimbang; 6) sistem yang dapat memandu arah tumbuh kembang ekonomi sesuai dengan rencana.
 

Koperasi menjadi salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi pancasila yang mengutamakan asas keluarga. Hingga saat ini, eksistensinya terus ada di Indonesia, meskipun mengalami perubahan terbentuknya koperasi sepanjang masa. Tahun 2021, sudah ada lembaga koperasi di Indonesia sebanyak 127.124 tersebar di beberapa daerah Indonesia sebagai badan usaha.
 Kelebihan daripada koperasi adalah sumber daya dan produk. Kemudian, jumlah daripada anggota tidak terbatas jumlahnya semakin banyak anggta menjadi besar peningkatan ekonomi. Namun, kelemahan daripada badan usaha ini adalah akses terbatas sehingga sulit ekspan ekonomi lebih besar dan tentunya menyulitkan klaster ekonomi kecil baik dari segi income dan taraf hidup. Oleh karenanya, kehadiran koperasi mengurangi kesenjangan ekonomi diantara kelompok masyarakat sesuai values pancasila.
 

Fundamental dalam perundang-undangan tertinggi yakni “Undang-Undang Dasar 1945” mengatur pada pasal 33 ayat 1 bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Sedangkan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 memberikan maklumat bahwa pemerintah memiliki andil sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Kemajuan ekonomi rakyat juga harus inheren dengan kemajuan pembangunan nasional. Dengan demikian tujuan pembentukan undang-undang guna menjunjung tinggi demokrasi dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pembangunan nasional harus terealisasi guna tercapai tujuan nasional “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Menurut Austin, hukum adalah dapat terjadi karena instruksi negara.  Secara langsung memberikan instruksi perintah, karena hukum dipahami sebagai sistem permanen, masuk akal, dan tidak terbuka. Austin membedakan hukum dalam dua kategori 1) hukum yang bersumber dari Tuhan (The divine laws), 2) hukum yang bersumber dari buah pikiran manusia. Namun, Austin membagi kembali hukum yang dibuat manusia 1) hukum ada menjadi hukum tertulis (positif) yang dibuat oleh legislator dan memunculkan sebab akibat; 2) hukum yang tidak sebenarnya merupakan hukum yang bukan berasal dari legislator, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Kelsen berpendapat hukum adalah keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial.
 Dengan demikian, urgensi peraturan hukum dalam kegiatan ekonomi di Indonesia sangatlah penting sebagai wujud perlindungan seluruh warga negara Indonesia yang adil dan berimbang. 

Kegiatan ekonomi syariah di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kecanggihan teknologi di era digital. Tuntutan globalisasi dunia, mengharuskan setiap negara melindungi transaksi kegiatan tersebut dalam bentuk peraturan hukum yang dapat mengakomodir pihak-pihak yang turut serta membantu mengembangkan perekonomian negara. 

Bentuk dari ekplorasi potensi dan realitas andil masyarakat dalam menumbuhkan ekonomi nasional karena menerapkan nilai syariah ke dalam bentuk hukum nasional. Berasaskan keadilan, berfaidah, seimbang, dan menggapai ridho ilahi. Nilai yang diterapkan terkodifikasi dalam undang-undang perbankan syariah, sebagai sebuah kemajuan norma hukum berbasis syariah secara mengikat terhadap peningkatan ekonomi negara, karena main support tersebut pengaturan yang akseptabel dan berkarakteristik. Dengan demikian, proses terbentukya “UU Perbankan Syariah” menjadi keharusan negara karena tidak dapat dielakkan potensi berdiri lembaga keuangan syariah di Indonesia kian pesat. Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam UU Perbankan No. 10/1998 menggantikan UU lama No.7/1992 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah, yang mana pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat. 

Ekonomi syariah dan ekonomi Pancasila, keduanya memiliki praktik yang sama yang mana 1) mengutamakan visi sosial dan moral, sesuai surat An-Naml : 5; 2) mengedepankan rasa adil dan tidak membedakan sosial, sekalipun jaminan sosial, hal ini termaktub dalam Surat an-Nahl : 90; 3) menerapkan nasionalisme, asas gotong royong, bahu membahu saling tenggang rasa; 4) koperasi/BMT modal berekonomi yang mana memang diperlukan pendirian baitul maal untuk dapat membantu sesama guna mencapai kesejahteraan hakiki; 5) seimbang dalam melakukan kebijakan ekonomi.
 

Pembentukan peraturan hukum berupa perundang-undangan menjadi sebuah keharusan yang dilatar belakangi kekuatan sosial dengan menggunakan “akal pikiran, historis, kebiasaan, penopang, dan moralitas yang telah diakui”. Menurut Benjamin Nathan Cardozo, perkembangan hukum sebagai diawali histrori ditentukan oleh adanya metamorfosis masyarakat, serta paham masyarakat mengenai ada kebiasaan dan karakter”. Cardozo juga berpendapat, “hukum hadir mengikuti ritme alterasi masyarakat dan legislator sudah mempelajari perubahan tersebut dari pengalaman serta terhadap kehidupan maupun pencerminannya”.
 Dengan demikian, kehadiran hukum yang mengikat transaksi kegiatan ekonomi syariah dan ekonomi pancasila telah memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

KESIMPULAN 

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Pancasila dari aspek epistemologi filsafat memberikan penjelasan bahwa keduanya memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian negara Indonesia dan memiliki visi misi yang sama bagi masyarakat dengan mengedepankan keadilan, pemerataan sosial, dan jaminan sosial dengan semangat nasionalisme ekonomi menjunjung asas kekeluargaan dengan saling gotong royong, hal ini diatur dalam bentuk peraturan hukum berupa perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara sebagai wujud perlindungan bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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